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GTTBERilUR JAMBI,

Menimbang a

b

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur SipilN"g*3 yang dapat mendukung tugas pokol perangkat

?.:"..* -di Lingkungan pemerin-tah Daerah pirlu
dilaksanakan pengadaan pegawai pemerintah dengan
Peqianjian Kerja;

!4*" berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Kefutusan Gubemur
Jambi. t"_"t""g Petunjuk Teknis pengadaan pegawai
Pemerintah dengan peq'anjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (kmbarai
Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor g2,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perundang_
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republf
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24a, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diL!:ah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 ter.tang Provinsi
Jambi (tembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2022
Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6807);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tall,un
2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2O21 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 443 Tahun 2022 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2022;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Pe4'anjian Keq'a (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1332);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

Birokrasi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Pe{anjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

U1tetapkan di Jambi
tanssal , A?ftV 2023

JAMBI,

HARIS

dan Reformasi



I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR lol /KEP.GUB / BKD-2.1 I 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PENDAHULUAN
A. UMUM

l. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan
bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi
kebutuhan jabatan administrasi dan/ atau jabatan
fungsional dalam suatu lnstansi Pemerintah.

2. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja ditentukan bahwa ketentuan iebih lanjut
mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK diatur dengan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

3. Pengadaan dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan
pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon
PPPK dan Pengangkatan menjadi PPPK.

4. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses
pengadaan PPPK di Pemerintah Provinsi Jambi, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi.

PENGERTIAN
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
l. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
pery'anjian keq'a untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tu gas pemerintahan.

2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan
PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman
hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan meiaksanakan
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C

B. TUJUAN
Keputusan ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan
pengadaan PPPK di Pemerintah Provinsi Jambi.



4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, O.r,
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan kete-ntuan
peraturan perundang-undangan.

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan iembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural

7. lnstansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakya[ daerah, dinas
daerah, dan lembaga teknis daerah.

D. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis pengadaan pppK meliputi:
1. perencanaan;
2. pengumumanlowongan;
3. pelamaran;
4. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
5. pengangkatan menjadi calon pppK; dan
6. pengangkatan meniadi pppK.

II. PERENCANAAN
A. UMUM

I . Setiap Instansi pemerintah merencanakan
Pengadaan pppK di lingkungan masing_masing.

2. Perencanaan bertujuan untuk menjamin
pengadaan PPPK.

pelaksanaan

kelancaran

B PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
l. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan pNS

a. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK dibentuk oleh
PPK.

b. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK dibentuk
untuk melaksanakan proses pengadaan pppK di
Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan
perencana€rn, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

c. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK diketuai oleh
B/B.

d. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK terdiri atas
unsur:
1) unit keda yang membidangi kepegawaian;
2) unit kerja yang membidangi pengawasan;
3) unit kerja yang membidangi perencanaan;
4) unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
5) unit kerja lain yang terkait.

e. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK paling kurang
terdiri atas:
1) ketua;
2l wakil ketua;
3) sekretaris;
4) tim seleksi administrasi;



f.

5) tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan
wawancara; dan

6) tim pemantauan ujian.
Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua,
sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan
seleksi kompetensi dan wawarcara, dan tim
pemantauan ditetapkan oleh PPK.
Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi
paling kurang sebagai berikut:
1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap

kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PPPK
berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;

2) menyampaikan keputusan Menteri tentang
penetapan kebutuhan PPPK tahun anggaran yang
bersangkutan secara elektronik melalui laman
https: / / sscasn.bkn.so.id atau laman lainnya yang
ditentukan oleh BKN;

3) mengumumkan lowongan jabatan PPPK secara
terbuka kepada masyarakat;

4l melakukan verifikasi dan validasi data pelamar
untuk memastikan data peserta seleksi sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan dan
ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi
pengadaan PPPK melalui laman
https:/ /sscasn.bkn.qo.id atau laman lainnya yang
ditentukan oleh BKN;

5) menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan
disampaikan kepada tim CAT BKN atau tim CAT
lainnya yang ditetapkan oleh BKN;

6) menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi
lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan
seleksi kepada tim pelaksanaan seleksi kompetensi
dan wawancara;

7) menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

8) menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk
ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia
pengadaan PPPK instansi di laman instansi, surat
kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain
yang memungkinkan;

9) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan
seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas
coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan
ruangan ujian;

10) mengirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil
wawancara yang telah ditetapkan oleh PPK kepada
BKN dan Menteri; dan

11) mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus
seleksi pengadaan PPPK kepada peserta seleksi
melalui laman instansi, surat kabar, papan
pengumuman, dan/atau bentuk lain yang
memungkinkan.



h Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan seleksi
kompetensi dan wawancara paling kurang sebagai
berikut:
1) Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-

pihak terkait, paling kurang dalam hal penentuan
tempat, penyiapan sarana dan prasarana
(komputer, server, jaringan komputer, proyektor,
dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai
pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta
seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama
ujian berlangsung;

2l Apabila menggunakan CAT BKN, menel^ima server
mobile yang masih dalam keadaan disegel atau
jalur komunikasi virtual priuate neht-tork dari BKN;

3) Menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan
seleksi dari tim seleksi administrasi;

4) Memeriksa dan memastikan kebenaran identitas
peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda
penduduk dan kartu peserta seleksi;

5) Apabila menggunakan CAT BKN, melakukan
pendataan terhadap peserta seleksi secara
elektronik dan memberikan Personal ldentitg
Number (PIN) registrasi kepada masing-masing
peserta seleksi;

6) Memastikan peserta seleksi menandatangani daftar
hadir pada saat melakukan registrasi;

7l Membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
8) Memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak

membawa benda apapun kecuali kartu tanda
penduduk dan kartu peserta seleksi;

9) Menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai
jadwal yang telah ditetapkan;

l0) Apabila menggunakan CAT BKN, menandatangani
berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN,
meliputi:
a) Jumlah peserta seleksi yang hadir;
b) Rekapitulasi hasil seleksi; dan
c) Permasalahan lainnya yang muncul pada saat

pelaksanaan seleksi.
11) Apabila menggunakan CAT BKN, menyerahkan

hasil seleksi kompetensi berupa salinan cetak yang
ditandatangani oleh tim pelaksanaan seleksi
kompetensi dan wawancara serta tim CAT BKN
kepada BKN dengan berita acara yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Anal Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian
paling kurang terdiri atas sebagai berikut:
1) Melakukan pemantauan perencurnaan pelaksanaan

ujian, paling kurang memantau verilikasi data
pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi
administrasi;
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2) Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, paling
kurang meliputi kegiatan:
a) apabila menggunakan CAT BKN, memantau

penyerahan seruer mobile yang masih dalam
keadaan disegel atau jalur komunikasi rzrfual
piuate nehoork dari BKN kepada panitia
seleksi instansi pengadaan PPPK yang
dilakukan melalui tim seleksi administrasi;

b) memantau uji coba jaringan komputer yang
ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa
jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan
aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;

c) memantau pemasangan segel terhadap
ruang€rn ujian yang akan digunakan dan
pembukaan segel pada saat ruangan ujian
akan digunakan; dan

d) memantau persiapan pada hari pelaksanaan
ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di
luar ruangan ujian;

3) Melakukan pemantauan terhadap pengumuman
hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi,
dan hasil wawancara; dan

4) Membuat laporan terhadap hasil pemantauan
pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil
seleksi kompetensi, dan hasil wawancara.

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI
L Jadwal seleksi kompetensi PPPK yang dilaksanakan secara

nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan
PPPK.

2. Jadwal seleksi kompetensi PPPK yang dilaksanakan pada
tingkat instansi ditetapkan oleh panitia seleksi instansi
pengadaan PPPK berkoordinasi dengan BKN.

D SARANA DAN PRASARANA
l. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus

disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk

teknis pelaksanaan pengadaan PPPK agar tersedia dengan
lengkap.

3. Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandalg
disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, paling
kurang:
a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang

disabilitas;
b. petugas pembaca bagi tuna netra; dan
c. akses menuju ruang ujian yang mudah bagt

penyandang disabilitas.

III. PENGUMUMAN LOWONGAN
A. PENGUMUMAN

1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK atau Panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK mengumumkan lowongan jabatan
PPPK secara terbuka kepada masyarakat.

2. Pengumuman paling sedikit memuat:
a.. nama jabatan;

C
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b. jumlah lowongan jabatal;
c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi; dan
g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas)
hari kalender.

B MEDIA PENGUMUMAN
Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan
media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
1 . media elektronik;
2. media cetak;
3. papan pengumuman; dan/atau
4. bentuk lain yang memungkinkan.

IV. PELAMARAN
A. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi
PPPK.

PERSYARATAN
l. Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK terdiri atas:

a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paiing
tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada
jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara
lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai
Badan Usaha Milik Daerah;

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau
terlibat polifik praktis;

e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
persyaratan jabatan;

f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi
keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga
profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan;

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan
jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
l) surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan

kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan
jabatan yang dilamar; dan

B.



2) surat keterangan tidak mengonsumsi/
menggunalan narkotika, psikotropika, prekursor,
dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh
dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah
atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga
yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat
narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar
tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan pppK;

h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai pppK yang
telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk
yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan
pimpinan tinggi pratama; dan

i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabataa yang
ditetapkan oleh PPK.

2. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dikecualikan bagi pppK yang
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan
pelanggaran disiplin.

3. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran
yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar /ijazah
yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

4. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua
persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam
pengumuman.

5. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang
seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.

6. Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang
dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

C TAHAPAN PELAMARAN
l. Pendaftaran

a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website
https: / / sscasn.bkn so.id atau website pendaftaran
dilakukan secara online melalui laman
httos: / / sscasn.bkn.eo.id atau laman lainnya yang
ditentukan oleh BKN.

b. Pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan data
pelamar yang paling kurang terdiri atas:
1) nomor identitas kependudukan;
2l nama lengkap;
3) tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan

tahun kelahiran;
4l kualilikasi pendidikan sesuai {jazah yang dimiliki

yang disyaratkan oleh jabatan;
5) jabatan yang dilamar;
6) instansi yang dilamar; dan
7l alamat e-mail;

c. Setelah melakukan pendaftaran setiap pelamar akan
mendapatkan nomor registrasi.

d. Nomor registrasi digunakan untuk melakukan tahap
selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

2. Penyampaian Dokumen Lamaran
a. Setelah melakukan pendaftaran pelamar juga

menyampaikan dokumen yalg terdiri atas:
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1) bukti registrasi;
2l surat lamaran yang telah ditandatangani oleh

pelamar sesuai dengan format yang telah
ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan
PPPK;

3) fotokopi KTP;
4l fotokopi ijazal;. sesuai dengan kualifikasi

pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi
pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

5) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua)
lembar dengan latar belakang berwarna merah;
dan

6) persyaratan lainnya yang diperlukan.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak
atau salinan digital.
Dalam hal dokumen disampaikan secara elektronik
maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai
dokumen asli.

V. SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
A. UMUM

1. Penyelenggaraan seleksi pengadaan
terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. seleksiadministrasi;
b. seleksi kompetensi; dan
c. wawancara.

PPPK paling kurang

2 Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan pppK dapat
melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau
Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan
persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

B SELEKSI ADMINISTRASI
1. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK melaksanakan

seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran
yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah
melakukan registrasi.

2. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan
persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang
disampaikan oleh pelamar.

3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai
dengan syarat yarrg ditentukan.

4. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi,
pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

5. Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi
syarat diberi tanda/kode yang berbeda.

6. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK wajib
mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka
melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman,
dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang
lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.

7. Pengumuman bagr pelamar yang tidak lulus seleksi
administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan
yang bersangku tan tidak lulus.



B Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak
Iulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua panitia
seleksi instansi pengadaan pppK.

10. Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi
administrasi, disampaikan kepada panitia seleksi nasional
pengadaan PPPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

11. Bagi instansi yang menggunakan laman
https:/ /sscasn.bkn.eo. id atau laman lainnya yang
ditentukan oleh BKN maka penyampaian data pelamar yang
telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dianggap tehfi
diterima apabila instansi telah memberikan tanda
penyelesaian secara elektronik.

12. Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi
administrasi disampaikan melalui sistem yang telah
terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang
ditentukan BKN.

13. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti
seleksi kompetensi.

9. Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang
lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta
seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan
cara mengunduh dari laman https: / / sscasn.bkn .so.id atau
laman lainnya yang ditentukan oleh BKN

C SELEKSI KOMPETENSI
1 . Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi

manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial
kultural.

2. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi
sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar
kompetensi jabatan.

3. Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai
berikut:
a. pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara

terbuka melalui laman instansi, surat kabar, papan
pengumuman, danlatau bentuk lain yang
memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari katender
sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;

b. pengumuman paling kurang memuat:
1) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan

seleksi;
2) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta

seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
3) tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.

c. pelaksanaan seleksi kompetensi oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK menggunakan fasilitas CAT
BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh
BKN;

d. panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai sehingga
memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas
mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi;

e. panitia seleksi instansi pengadaan pppK wajib
mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu
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Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang
bersangkutan; dan

f. peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan
kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda
Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi
dilaksanakan sebagai berikut:
a. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi.
b. Penetapan hasil seleksi kompetensi dilaksanakan

sebagai berikut:
1) kelulusan peserta seleksi kompetensi yang

melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya
sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada
peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan
setiap Instansi Pemerintah; dan

2l dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi
yang melamar pada jabatan yang belum
mensyaratkan adanya sertilikasi profesi, penetapan
kelulusan dilakukan berdasarkan pada
pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan
yang ditentukan Menteri dan berdasarkan
peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan
setiap Instansi Pemerintah.

c. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK
mengumumkan hasil seleksi kompetensi.

d. Pengumuman memuat nama jabatan yang dilamar,
kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta
seleksi, narna peserta seleksi, nilai hasil seleksi
kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat, dan
informasi lain yang diperlukan.

e. Pengumuman dilakukan dengan menggunakan laman
instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau
bentuk lain yang memungkinkan.

WAWANCARA
1. Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus

seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang
diselenggarakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan
PPPK.

2. Tes wawancara sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk
menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.

3. Hasil tes wawancara digunakan sebagai bahan penetapan
kelulusan hasil seleksi.

Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan
l. Untuk mengisi jabatan tertentu yang memerlukan Uji

Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa,
panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat
melaksanakan seleksi tambahan.

2. Seleksi tambahan disampaikan secara jelas, transparan dan
lengkap pada saat pengumuman seleksi pengadaan PPPK
dilaksanakan.

3. Seleksi tambahan dimaksud untuk mengetahui kesesuaian
persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa sesuai
dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

D
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4. Panitia seleksi instansi pengadaan pppK wajib
menyampaikan waktu, tempat, dan Jenis Uji persyaratan
Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa yang akan
dijalani setiap pelamar paling lambat pada saat
pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan.

5. Dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Kesehatan.

6. Panitia seleksi instansi pengadaan PppK harus
mengumumkan hasil seleksi tambahan.

7. Pengumuman paling kurang memuat nama jabatan yang
dilamar, nama pelamar, nomor kartu tanda peserta seleksi,
hasil seleksi tambahan, dan informasi tambahan lain yang
diperlukan.

8. Hasil seleksi tambahan digunakan sebagai bahan penetapan
kelulusan hasil seleksi.

F PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
1. Hasil seleksi dan hasil tes wawancara harus disampaikan

oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Kepala
BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.

2. BKN mengolah hasil seleksi.
3. Hasil pengolahan disampaikan kepada Menteri sebagai

laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
4. Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi, Panitia seleksi

instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi.
5. Pengumuman memuat narna jabatan yang dilamar,

kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi,
nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun
berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.

6. Pengumuman dilakukan dengan menggunakan laman
instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau
bentuk lain yang memungkinkan.

7 . Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi
Daftar Riwayat Hidup di laman https: / / sscasn.bkn.go.id
atau di laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.

VI. PENGANGKATAN MENJADI CALON PPPK
A. PEMANGGILAN

1. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK melakukan
pemberitahuan kepada peserta seleksi yang dinyatakan
lulus seleksi.

2. Pemberitahuan memuat bahan kelengkapan yang harus
dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PPPK dan
jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada
hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

3. Pengumuman dilakukan melalui laman instansi, surat
kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang
memungkinkan.

4. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta
seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

5. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas
lamaran pengangkatan calon PPPK, harus memperhitungkan
letak geogralis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus
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seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan.
Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak
dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi
yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

PENYERAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk
diangkat menjadi calon PPPK wajib menyerahkan surat lamaran
yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai
format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional
pengadaan PPPK, ditujukan kepada PPK disertai dengan:
1. fotokopi ijazah/St'lB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kualilikasi pendidikan dan tugas
yang ditetapkan;

2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan
bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto
yang disediakan melalui laman https: / / sscasn.bkn so.id
atau di laman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi
nasional pengadaan PPPK sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

3. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang
berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

5. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan
narkotika, psikotropika, prekursor, darl zat adiktif lainnya
yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari
badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk
pengujian zat narkoba dimaksud; dan

6. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh
pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian, berisi tentang:
a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara

berdasarkan putus€rn pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih;

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara
lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai
Badan Usaha Milik Daerah;

c. tidal< berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau
terlibat politik praktis; dan



e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang
ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

sebagaimana tercantum dalam Anak l,ampiran 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Persyaratan tidak pemah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dikecualikan bagi PPPK yang
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan
pelanggaran disiplin.

C. PEMERIKSAANKELENGKAPAN
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di
bidang kepegawaian, dengan ketentuan:
1 . Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan

sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan;
2. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan

keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, mengenai:
a. keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:

1) diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan
oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK; dan

2) ditandatangani oleh peserta seleksi yang
bersangkutan.

b. kesesuaian kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat
Belajar /ijazah peserta seleksi yang bersangkutan
dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan
dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
1) calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah

Menengah Atas/ sederqiat yang sudah terdaftar di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan/ atau Kementerian Agama, dan lulusan
Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi
yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau
Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
dan

2l ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan
tinggi luar negeri harus mendapat penetapan
penyetaraan dari Panitia Penilaian ljazah Luar
Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

c. kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta
seleksi yang bersangkutan, dengan ketentuan paling
kurang data yang telah ditulis sesuai dengan ijaza.h,
surat pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah
dipersyaratkan;

d. keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang
dilampirkan dengan ketentuan:
1) diterbitkan oieh Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan
2l Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih

berlaku sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan.

7
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e. keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani
dari dokter, dengan ketentuan:
1) dokter yang berstatus PNS; atau
2l dokter yang bekerja pada unit pelayanan

kesehatan pemerintah.
f. keabsahan surat keterangan tidak

mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
1) ditandatangali oleh dokter dari unit pelayanan

kesehatan pemerintah; atau
2l pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang

diberikan kewenangan untuk pengujian zat
narkoba dimaksud.

Apabila salah satu syarat sampai dengan huruf f pada angka
2 (dua) dan kebenaran dalam surat pemyataan sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang telah
ditandatangani tidak dipenuhi maka yang bersangkutan
tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk PPPK-nya.
Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi
syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang
belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan
ketentuan:
a. berkas lamaran yang memenuhi persyaratan

administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian
usulan penetapan nomor induk PPPK;

b. berkas lamaran yang bahannya belum lengkap
dimintakan kelengkapan administrasi yang belum
terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan
disertai batas waktu yang ditentukan; dan

c. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan
dan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk
PPPK-nya.

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan telah
memenuhi persyaratan administrasi, diangkat menjadi calon
PPPK berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh PPK
yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam
Anak Lampiran 5a atau apabila dibuat secara kolektif
menurut contoh Anak Lampiran 5b dan Anak Lampiran 5c
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus
dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap
mengundurkan diri karena tidak menyampaikan
kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan
atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada
Kepala BKN dan / atau Kepala Kantor Regional BKN dengan
melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan
atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari
PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala
Kelurahan/ Desa/ Kecamatan.
Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan
diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu
yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil

5
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nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat
tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasit
wawancara pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan
dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis
kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan pppK
serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman
instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau
bentuk lain yang memungkinkan.
Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang
mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri
karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam
batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia,
disampaikan kepada Kepala BKN dan/ atau Kepala Kantor
Regional BKN.

PENYAMPAIAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK
1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian

paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi pratama menyampaikan
usul penetapan nomor induk PppK dengan surat pengantar
beserta daftar nominatifnya secara kolektif sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 6 dan Anak Lampiran 7 yang
merupakan lagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Usul penetapan nomor induk PPPK dengan melampirkan:

a. usul penetapan nomor induk pppK yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini, dengan tanda tangan asli oleh ppK
atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi pratama dan
dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul
penetapan nomor induk PPPK sudah tercetak pas foto
yang disediakan melalui laman

D
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ditentukan oleh BKN;
b. keputusan pengangkatan calon PPPK yang ditetapkan

oleh PPK;
c. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani
oleh peserta seleksi dan bermeterai, yang formulir
isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan

https: / /sscasn.bkn so.id atau di laman lainnya yang

melalui laman https / sscasn bkn.eo.id atau di laman
lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional
pengadaan PPPK sebaeaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;
surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan
oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab
di bidang kepegawaian, berisi tentang:
1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukal tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;

e
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2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta atau
pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha
Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik
Daerah;

3) tidak berkedudukan sebagai calon pNS, pNS,
PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4l tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
atau terlibat politik praktis; dan

5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang
ditentukan oleh Instansi Pemerintah, sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

6) pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri dikecualikan
bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri karena lidak memenuhi
target kine{a atau melakukan pelanggaran
disiplin;

7) surat Keterangan Catatan Kepolisian yang
diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

8) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter yang berstatus PNS atau dokter yang
bekela pada unit pelayanan kesehatan
pemerintah;

9) surat keterangan tidak
mengonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor, d,an zal adiktif lainnya
yang ditandatangani oleh dokter dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat
yang berwenang pada badan/lembaga yang
diberikan kewenangan untuk pengujian zat
narkoba dimaksud; dan

1O) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi
pratama yang akan menerima penempatan calon
PPPK pada unit ker;'a di lingkungannya sesuai
dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk
yang bersangkutan, dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK
1. Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data

calon PPPK yang diusulkan penetapan nomor induk pppK-
nya oleh PPK sebagai berikut:
a- mencocokkan data calon PPPK yang dinyatakan lulus

seleksi; dan
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b. memeriksa kesesuaian antara data calon pppK dengan
lowongan kebutuhan jabatan peserta seleksi yang telah
ditetapkan oleh Menteri.

Penetapan nomor induk pppK dilakukan melalui
pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan
kelengkapan administrasi, meliputi:
a. daftar nominatif calon pppK yang dinyatakan lulus dan

diterima sebagai calon PppK dan telah diumumkan oleh
PPK;

b. surat pengantar usul penetapan nomor induk pppK
calon PPPK beserta daftar nominatif kelulusan yang
dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. formulir usul penetapan nomor induk pppK yang telah
diisi sesuai dengan data yang diperlukan, dengan
tandatangan asli oleh PPK atau pejabat lain yang
ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah pejabai
Pimpinan Tinggi Pratama serta dibubuhi stempel/cap
dinas;

d. keputusan pengangkatan calon pppK yang ditetapkan
oleh PPK;

e. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar yang telah dilega_lisir sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

f. I (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani
oleh peserta seleksi dan bermeterai, yang formulir
isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan
melalui laman https: sscasn.bkn.go.id atau di laman
lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional
pengadaan PPPK sebagaimana tercantum dalam Anak
l,ampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang telah
ditandatangani yang berisi tentang:
1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai calon PNS, PNS, PPPK, pra-iurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta atau
pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha
Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik
Daerah;

3) tidak berkedudukan sebagai calon pNS, pNS,
PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4l tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
atau terlibat politik praktis; dan
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5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang
ditentukan oleh Instansi pemerintah;

h. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit
pelayanan kesehatan pemerintah;

j. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif
lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang
berwenang pada badan/lembaga yang diberikan
kewenangan untuk penguj ian zat narkoba dimaksud;

k. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama
yang akan menerima penempatan calon pppK pida unitke{a di lingkungannya sesuai dengan formasi yang
ditetapkan untuk yang bersangkutan, dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran g
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini; dan

l. pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dikecuaiikan bagi pppK
yang diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri karena tidak memenuhi target
kine{a atau melakukan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi:
a. memeriksa kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat

Belajar /ijaza}:, yang dimiliki harus sesuai dengan
tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
1) calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah

Menengah Atas/sederajat yang sudah terdaftar di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan/atau Kementerian Agama, dan luiusan
Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan program Studi
yar:.g terakreditasi da-lam Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau
Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
dan

2) ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan
tinggi luar negeri harus mendapat penetapan
penyetaraan dari panitia penilaian ljazatr Luar
Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau
pejabat lain yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

b. memeriksa kebenaran data dalam daftar riwayat hidup
peserta seleksi yang bersangkutan, dengan ketentuan
paling kurang data yang telah ditulis sesuai dengan
ijazah, surat pernyataan, dan data lain sebagaimana
yang telah dipersyaratkan.

Hasil pemeriksaan dan peneiitian terhadap usul penetapan
nomor induk PPPK dari instansi pusat dan daerah dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

4



a

b

usul penetapan nomor induk pppK yang memenuhi
syarat, ditetapkan nomor induk PppK-nya;
usul penetapan nomor induk pppK yang bahannya
tidak lengkap, dikembalikan dengan surat
pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk
dilengkapi; dan
usul penetapan nomor induk pppK yang tidak
memenuhi syarat, dikembalikan dengan surat
pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai
dengan alasannya.

C

F KEPUTUSAN PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK
1. Dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja

terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk
PPPK, calon PPPK yang memenuhi persyaratan dan
kelengkapan administrasi diberikan .to-oi i.rduk pppK oleh
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

2. Dalam hai bahan persyaratan dan kelengkapan administrasi
calon PPPK tidak lengkap, BKN memberitahukan kepada
Instansi Pemerintah yang mengusulkan.

3. Instansi pemerintah yang melakukan usulan harus
memenuhi kekurangan bahan persyaratan dan kelengkapan
administrasi calon PPPK yang tidak lengkap dalam waktu 25
(dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
pemberitahuan dari BKN.

4. Apabila instansi pemerintah tidak dapat melengkapi bahan
persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai waktu
yang ditentukan maka calon pppK tersebut tidak dapat
diberikan nomor induk PppK.

5. Nomor induk PPPK terdiri atas 18 (delapan belas) digit,
dengan urutan sebagai berikut:
a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang

menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon
PPPK yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk
bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;

b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang
menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai
calon PPPK;

c. 2 (dua) digit berikutnya adalah angka pengenal yang
menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon pppK yang
bersangkutan yang dimulai dari angka 21 (dua puluh
satu);

d. i (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang
menunjukkan jenis kelamin calon pppK yang
bersangkutan; dan

e. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang
menunjukkan nomor urut calon pppK.

6. Pemberian nomor induk PPPK sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

7. Dalam hal terdapat calon PPPK yang lulus mengundurkan
diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal
dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
a. apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan

lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau
dianggap mengundurkan diri karena tidak



b

menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas
waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah
diusulkan penetapan nomor induk pppK kepada Kepala
BKN atau Kepala Kantor Regional BKN maka ppK
segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran
diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap
mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan
meninggal dunia dari Kepala
Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat;
untuk menggantikan calon pppK yang mengundurkan
diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal
dunia PPK mengambil nama peserta seleksi urutan
selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi
kompetensi dan wawancara pada lowongan formasi
jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan ppK yang
dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitii
seleksi nasional pengadaan PppK serta diumumkan
kepada masyarakat melalui laman instansi, surat
kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang
memungkinkan;
bagi calon PPPK yang lulus dan telah ditetapkan nomor
induk PPPK-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan
pengangkatannya sebagai PPPK, ppK segera
melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan
melampirkan surat pengunduran diri yang
bersangkutan atau surat keterangan dianggap
mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan
atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala
Kelurahan/ Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan
pembatalan nomor induk PPPK oleh Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan
wilayah kerl'anya;
bagi peserta seleksi yang lulus darr telah ditetapkan
NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap
mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah
ditetapkan keputusan pengangkatan calon pppK dan
belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan
keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai
calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera
disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan
pejabat lain yang dipandang perlu; dan
kebutuhan jabatan yang lowong tidak dapat
dipergunakan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada
penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C
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VII. PENGANGKATAN MENJADI PPPK
A. PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui
sebagai berikut:

tahapan

e.



1 Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari keda setelah
menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN:
a. PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja

yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

b. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Anak l,ampiran l2a yang merupakan begian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini; dan

c. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja,
keputusan pengangkatan PPPK masih berlaku sampai
dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan
peq'anjian keq'a.

Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara
kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran 12b dan Anak Lampiran l2c yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan pengangkatan PPPK disampaikan langsung
kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala
BKN/Kepala Kaltor Regional BKN di lingkungan wilayah
kerjanya, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum
PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas.
PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang
ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang
ditetapkan untuk yang bersangkutan.
Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang
bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan
surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
Pernyataan melaksanakan tugas sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Surat penyataan melaksanakan tugas (SPMT) tidak boleh
berlaku surut dari tanggal penandatanganan pery'anjian
kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi
PPPK.
PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari keq'a
pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan
dibayarkan mulai bulan berkenaan.
PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja
kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau
tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PPPK
1. Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK untuk

menduduki jabatan pimpinan tinggi utama tertentu atau
jabatan pimpinan tinggi madya tertentu wajib dilantik dan
mengangkat sumpah/janji jabatan.

2. Ketentuan berlal<u juga untuk pengangkatan PPPK dalam
jabatan fungsional dan jabatan lain yang bukan merupakan
jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen
pada Instansi Pemerintah.
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VIII. PEMBIAYAAN
1 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan calon pppK

Instansi Daerah dibebankan pada ApBD masing-masing Instansi
Daerah.
Pembayaran gaji calon PPPK Instansi Daerah dibebankan pada
APBD.

2

IX. EVALUASI
1

2

Instansi Pusat dan Instansi Daerah membuat laporan tentang
perencanaar, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan
kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan calon
PPPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan calon pppK hasilnya
menjadi bahan masukan dalam penyempurna€rn pedoman
pelaksanaan pengadaan calon PPPK.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. ftzB menyerahkan dokumen paling kurang surat perjanjian kerja

dan keputusan pengangkatan PppK kepada Kepala BKN/Kepala
Kantor Regional BKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari ke{a sejak diterimanya nomor induk pppK.

2. Dokumen dimasukkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara BKN.

3. Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JpT
madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan
mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-
undangan.

4. Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JpT
madya tertentu yang lowong berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara.

5. Pengadaan PPPK untuk mengisi jenis jabatan yang bukan
merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi
manajemen pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan ini kecuali ketentuan yang
mengatur mengenai instansi pembina JF.

XI. PENUTUP
Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitarr,
agar ditanyakan kepada PPK.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

JAMB

1

.)

-:{ue



DAFTAR HADIRT}

ANAK LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBF,RNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETTJNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

a r)

Ruang
Sesi

Waktu

SELEKSI ..

Instansi
Lokasi Seleksi
Jenis Seleksi

No. Nomor Peserta Nama PIN Tanda Tangan

I

,2
o

a
J.

4
4.

6.
6

7

8
8.

9
9

10

dst. dst

.)

SeleksiPanitia lnstansi memeriksa danNomor PesertaNama sesLlal kartudengan peserta
danujian memberikan PIN Registrasi.

Panitia Seleksi Instansi Nama Peserta haclirtidak tandakolom

Jumlah Peserta Hadir
Jumlah Peserta Tldak Hadir

.. (..
... (.

orang
orang

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN Panitia Seleksi Instansi

MP .....

Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua|, lembar'1 (satu) untuk panitia seleksi I.stansi,
lembar 2 (dua) untuk Tim pelaporan CAT BKN.
Tulis calon PPPK.

NIP

')

*r)

I

I
I

20...



ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN GUI}ERNUR JAI,{BI
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEhIIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMf,RIN'TAH DENGAN PERJANJIAN KF]RJA
DI LINGKTJNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

L]!;RtTA ACATIA

SERAH TERIMA HASIL SELEKSI................................,.-)

Pada hari ini ....,..... tanggal ...... bertempat di. .,.,.,... telah b€rLangsung serah terima hasil
yrlaksaraan Seleksi .,....*) Instalsi ...,. dengan Metode Computer Ass6t€d ?est BKN,
antara:

Nama | ...........,.,,...,,,,.,.,

NII'

Jabatan :..........................

Selaljutrrya disebut PIHAK PERTAMA rrin Pel,aksanaan CAT RKN yang bertugas di
l,apangan) detgan:

Nama i ......

Selaljutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi Instansi).

PIHAK PERrAMA telah meuyerahkan kepada PIHAI{ KEDUA hasil pelaksanaan
Seleksi"......*) Irrstansi Pusat/Provinsi/Kab./Kota**) .,,.,. deugan Metade Computer
, ssrbted Tes, BKN berupa:

1 Hasil pelalsarBart Seleksi.
2. Berita Acara terkait dengan penyelenggaraan seleksi sejumlah ,,,,. (....) Berita Acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengau sebenar.nya.

Mengetahrd

Tira Pel,aksaraan CAT BKN Panitia Seleksi lnstalsi

NIP MP

NIP

Jabatan

'l Tulis c.alon PPPK.
1rI Coret yans tidak perllr.



ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERIN'TAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI I,INGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DAF-TAR RTWAYAT HIDUP

I, KETERANGANPERORANGAN

I Nomor Induk Kependudukan
(NIKI

2. Nama

3. Kabupatcn/ Kota Tempat Lahirrr )

4 Tanegal Lahir

')
Jenis Kelarnin

6.
7 Status Perkawinan
8. E-nwil
9.

10 Alamat

a. Jalan
b. Kelurahan/Dem
c. l(rcmatan
d. Kabupa.ten/Kota
e. Prcvinsi

11.
Ketermgan
Badan

a. Tinggi (cm)

b, Berat Badm (kg)

c. Rambut
d, Bentuk Muka
e. Wama Kulit
f. Ciri Khas
g. Caet Tubuh

ta Kegemamn (Hobby)

I

I



,I. PENDIDIKAN

I Frrxliriikrrr rli dal{,r (lun Irdr ne8tri

fingkAt Nsnu S.kolsh/
Fcr3urum IngSi AloEdihii Tcnrput

STIBi

2. Krrrcus/ Latihu di daler dan luar negeri

III RIWAYATPEKERJAAN

t. Riwayat JabaEn du F.ntllajim

No Irrstansi/furus$aan Jab6hn O6f[

IV, TANDA JASA/ PENCI{AROAAN

V, ITIWAYAT KEI,IJARl 
'A

I leteri/ S[f,tni

Nr: NIi NIIF
Tcrntst,
TairSSal
L{hir

ttkeqaan/
ttri!r Jqbetdn lnstitusi

Shtus
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ANAK LAMPIRAN 4
K[PU']'I'SAN GUBERNUR JAMI]I
NOMOR
TFNTANC
PI]'I'UNruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWA]
PEMERIN'IAH DINGAN PERJANJIAN KERJA
DI I-INGKTJNCAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

sllRrqT PDRNYAT AN

Yang bertanda tangan di bawatr ini

Narna

Tempat dan Tanggal l,ahir

Agama

Dengar ini me yatakan dengan sesungguhnya, bahwa sayal

1. Tidak pemah_dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyaikekuaran hukum tetap k€rena melakukan tindak pidana i""gr, riia"rr" penlira i 1a.a; t"ir.,i "L"lebihi

2' Trdak pen,"h d rrhentikar dengan hormat tida-k atas permintaan sendiri atau tidal dengan horrnatsebagai caton PNS atau pNS, pppl(, prajuit Tentara N;sionat Indonesia, anggota Keptisian NegaraRepublik Indonesia. atau diberhentikan !-d* 9."S*, horrnat sebasai p"sr*ii 
"*."t^ 

;il p"il;^l
lainnya antara lain pesawai Badan lrsaia Milik Nes; dan rrsaw"i da",i Uirh" Lriltt Daerah;

3' Tidak berkedudukan sebagai calon pNs, pNs, pppK, prajurit rentara Nasional Indonesia. atauarlggota (epolisian Negara Republik lndonesial

4. Tidak menjadi arggota atau pengurus partai politik atau terljbat polirik Faktis;
5. Bersedia dit€nlEtkan di seluruh witayah Negara (e6atuaD Republik Indon€sia atau negara lain yang

ditentukan oleh lnstansi Pemedntah.

Demiki-an penrvataan ini saya buat dengan seslngguhnya, dan sava bersedia dituntut di pengadilan sertabe$edia menerima segata tindakan yarg diambil oleh tnsLnsi pe-".u*r,, 
"p"o " u t"-"a-i""i*r t"J,,mipemyataan saya ini tidak b€nar.

Yang membuat txmyataarl,

Meterai Rp 6000



ANAK LAMPIRAN 5a
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKMS PENGA.DAAN PECAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KEUA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I{aDr lBatrtrt l

xEPUTUSAI ......r

trotlor | ........31

"EII?AfG
PETOAf,GXATAII CATOr IDCAWAI PWERTTTTIII DE GA!' PER,.'.I'JIAIi IOR.'A

lI.Er PPtr l

Menimbang : b{hwa dalam rangLa pcngisian kcbutuhan jabatan yant lowonS di linRkunsn ....._rr_p€rlu mengsngkat,ama yang tersebut di bawah ini meni-aai catoln p.g.iai d_.iitat
dcngan pcrjanjian Kcrja;

Mengintat : I. Undang-Undang NorEor S Tahun 2Ol4 tcnt ng Aparatur Sipil Negara;2. peraturarr pemcrintah Nomor 49 Tehun 2Oig tenrang Minajemen pegewai
Pcmcrintah dcngen pcrjanjian Kcrja:

3. Peratutan BadAn l(rpcgA$.aian Negara Nomor ..,r1Tahun ...s) tentang....5t;

Menetapkan

KESATU

KEDU.A

Keputusan itli disampaikan kepada:
ll Kepala Badan Kepegawgian Negara

n
3l Kepala

Kepala
. ' ',. ',,21

MEMUTUSHAN

: menSangkat sebatai CaloD pegawai pcmcdntah dcn8an pcrjanjian Kerja:
Nama

TcmPat,/Tanggal L"ahir

JeniE kclamin

Pendidikaa

: . , . . , . . . . . . . . , , , . , . 
(,)

:,.,.................71

NcbutuhanJabatan i,,,..........,,....ro|
Unit lGrja . 

. ... .... ... .,. ... .. r r r

Instaaai : .. ... ............ .. r 4

Rcncaoa Masa Ferjarjiqr Krrjs. i .....,,.,...a/d.,....-.. rn

4p6bih..{i kemudiar hari terdapqr keketiruan dglam kputusan ini, mska akandrFrbailo sabegaimana me3tinya.

K"putusan ini diberikan k pads yang bersangkutqn untuk dipergunakan sebagaimana
mcatinya.

DitctaplGa di ...... ........... r,tr

pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sl

PI'KTI

')l Tahur ..

/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegararT,

s)
Kantor Cabang......

I

Keuanttsn Daerah .,.... l',1

.2q Pf. TASPEN (Perserg)



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 5a

NO KODE URAIAN

rl Gunakan kop surar inslansi bersangkutan

2) 'fulislah namajabatan da pejabat ysng lnenetopkan keputusan

3 3) Tulislah nornor keputusan

4 4l Tulislah nama instansi dioana J.ang b€lsangkutan alan diangkat
s€bagai calon PPPK

.51 Tulislah nomor, tahu[, dan [entang pcraturan Badan
Kcpega\ aian Negara lrng mengatur tentang petunjuk Tcknis
Feogadaan PPPK

6. 6) Tulislah nama lcngkap beserta gelar calon pppK (apabila adal

7 7l Tulislah tempal (kabupaten/kotal dan tantgal lahir calon pppK

IJ 8) Tulislah jenis kelamin calon PPPK

t) 9) Trllislah strata, pendidikan dan tahun lulus calon pppK scsuai
STTB,/ Ij azah

t0 lo) Tulisl6h nama keburuhan jebatan calon pppK

tl l1) Tulislah nama unit ketja pcnempatan calon pppK

12, t2) Tulislah nama instansi calon I,ppK

l3 l3l Tulislah rencana masa perjanjian kerja pppK

l.l. l4) Tulislah nama tcmpat penctapan keputusan

t5 ls) Tulislah tanggal peuetapan keputusan

lf) 16i

L7 l7| Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara ji-ka calon pppK yang
bersaDgkutan mcrupakan calon pppl( di instansi pusat, pilih
Kepela Kantor Regional Badan KepeSaweien Negara jika celon
PPPK yang bersangkutan mcrupol<an calirn pppK di instansi
dacrah

TulislEh nama dari PPK

r8. l8I T\]lislqh wilayah Kantor Petayalan perbendaharaan Netara sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

l9 l9)

20 20)

T\rlislah wilayah Badan pengelolaan Kcuangan Daerah sesual
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

Tulislah nama ksntor csbang PT. TASPEN (perscrol sesuoi dengan
wilayah kerja penempatan colon pppK

2l 2tJ Tulistah tambaha.n tcmbusan sesuai dengan kebutuhan instansi
ma6ing-masing

3



ANAI( I.AMPIRAN 5b
KEPUTI'SAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENIANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LTNCKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

IfrEr h.t Eill

NtPUrUSAr .....2t

trollor ! ........31

XrD.. PPtr!

Bahwa dalqm rangkr pengisiar kebutuhan jabqtan yang lowong di ljngkungan ......a),
perlu mengangkat nqrna yang terca.tum dElam l4ur 2 Lqmpiran Keputusan ini rncnjadi
Calon Pcgawai Pcrncrintah dcngan Perjanjiar Kcrja;

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 rentan8 Aparaur Sipil Negara:
2. Peratumn Pemarinrah Nomor 49 Tahun 20l8 lentang Mandeme; pcgawai pemcrintah

dengun Perjsrdian Kerja;
3. Peraturan Badan Kcpcgawaian Negara Nomor ...5rTahun ..., tentanll ....sr;

Menimbang

Mc11gingat

KEDUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Mcngangkst nattle yeng tercentum dalam lajur 2, mcqiadi Calon pcgawai pcmcrinteh
dengan P.rjanjian Kcta.

Apabile di keotudian harl rernyara rerdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan pcrbaikan dan penghitungan kcmbati s.bagaimana mcatinya.

Kcpurulan ini di$rnpaikan kepada yang berkepentingan untuk dipcrgunakan
scbagaimana mectinlra

Ditctapkan di

pada tanSgal l5r

PPK!I

Keputusan ini diGampaikan kcpada:
l) KepqJa Badan Kepcgaq,aian Negara/ f€pEla Karto. Rcgional Bad{n Kepcgawaian Negara2) Kcpala lGntor Pcleyanan Perbendaharaan NcSEra .....re)3) Kepala Badan Pcngelol,aan Keuangan Daerah ,.....?or
4l Kcpalo Kantor Cabang.......rrr Pl. TASPEN (Pcrsero)
5l ..,....2rt

l8l



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NAMA PPK2I
NOMOR
TENTAN G
PENGANGXATAN PECAWAI PEMERINTAH DENGAI{
PERJANJIAN KERJA

NO TEM IJAT/'TANGGAL IATIII( KEtsUTUHAI{
JABAIAN UNIT T(E Ii.'A I}ISlANSI R!:NCANA MASA PERJANJIAN KER.JA

2 3 .t 5 l0

.IENIS }(E]AMIN

Ditetapkarl di

pada tan8gal

PPK.']

;;t I
l-r-f:t



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 5b

T\rlislah nama instansi calon PPPK

NO lioDrt URAIAN

r) Gunakan kop surat inEtansi bersangkutqn

2 2) Tulislah namo jabotan dari pcjabar yang menetapkan kepurusan

3) Tullslah nomor keputusan

4) Tuliglah nama instansi dimana yaag bersangkutan skan diaJr8kar
s.bagai qrlon PPPK

5
s) Tulislah nomor. tahun, dan tentsng peratuIen Bsdan

Kepegawaian NeSara yang mentatur tcntang pctunjtrk Teknis
Pcog6daan PPPK

6) Tulislah nomor urut calon PPP(

7) Tulialsh nama lengkap besena gelar calon pppK (apabila ada)

I 8) Tuliolah tempsl (kabuparen/kotu) dan langgsl lahir cslor pppK

c)) Tulislah jenjs kcla.min calon PPpl(

l0 lo) Tulislah strata, pendidikan dan tahun lulus calon pppK sesuai
STTB,/ Ij6zsh

1l I l) 'l ulislah nama kcbutuhan Jabatao calon pppK

r2l Tulislah nama unil kerja penempatan calon pppK

t3 l3t

14 l4)

t5 ls)

l'ulislah rcncana ma6a perjanjian ke{a pppK

Ttlisleh nama tcmpal pcnetapan keputusan

16. l6l Tulislah ranggal penetapan keputusan

t7 171 TuLislsh nama ddn PPK

18.

t8l Pilihlah Kepala BadaI Kepegawaian Negara jika calon pppK yang
bcrsanSkutan menrpakan calon PPPK di instansi pusat, pilihsh
l(epala l(antor Rcgional Badan Kcpegawaian NegarE jika celon
PPPK yang bers6ngkutan merupakan calon pppK di instansi
daerah

l9 t9) Tulislah wilayah Kantor pelayanan perb€ndahar.aan Ne8am sesuar
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

20 '20], T\rlislah wilayah Badan Pengelolaao Keuangan Daerah eesuai
dcngan k6ntor bsyer untuk calon PPPK

2t 2l)

2'2 22)

Tulislah nama kaitor cabang PT. TASPON (persem) sesuai denSan
wilayah kerja pencmpatan calon pppK

Tulislah tambahan tembusan sesuai dcngan kcbutuhan instansi
masing-masing

3

L 3--r--

L



ANAK LAMPIRAN 5c
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMtsI
NOMOR
TENTA.}iIG
PEftiNruK TEKNIS PT,NGADAAN PEGAWAi
PEMERINTAII DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI I,INGKIJNGAN PEMERTNTAH PROVINSI JAMBI

Menimbang

Menginget

Menetapkan

KDSA'I'U

I(EDUA

Petrkan kcoutusan ini disamosikan kcp6da:
l) Kepala Badan Kcpcgawaian Ncgara/Kcpala lkntor RegionBl

Baden KepcgewBian Negaralr,r
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendsharaan Negara ..-.. t7t

3) Kepala Badan PenEelolaan Keuangsn Daereh ..-...ral
4l Kcpala Kaltor Cabang...re, PT. TASPEN (Persero)

catqtan I

') diisi sesuai dcngan l.ampiran Keputu6an kolckril

Itlamr Inatsnal u

PE?IXAI{

NEPUTUSAIT .....2I

nortor:.,,..,..3t

TEI|TATO

PEI{GAIIGXATAI{ CALOIT PF,GAWAI PEUERIIITAII DEITGAJI PI}RJ.AJ{JIAT BER.'A

Nemr PPISI

Dat;

Dst;

Diterapkan di

pada tanggal l.ri

Pctikan sesuai dengan aslinya,

MEMUTUSXAN

Mengangkat nama ysng tcrsebut di bawah ini, nomor uiut :....,..... .l

Nama :...,..,.....,.....,r1

Tempat/Tanggal tahir : ... . .. . .. . .. ... . ...5r

Jenis kclamin : ...................61

l,endidikan : ... ...............?)Tahun ..,.,.......7,

meqiadi Calon Pegarf,qi Pemerinrah dcnSan Perjanjian Kerja denSan

liebutuhan Jab&tan

tJnit Kerja

Insransi

RencanR Masa Perjanjiqn Kerja

Apsbila di kemudian hari tcrnr-ata terdapat kckc)iruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbarkan dan penghitungan kembali sebaSaimana mestinys.

PPKzI

(.1



No

Lb,

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAI\,IPIRAN 5C

URAIAN

Cun.rkan kop surat instansi bersqngkutan

Tulislah nama.jabatan dari pejabat yan8 mcnetapkan kepulusan

Tulislah nomor kepurusan

'l'uljslah nama lengkap besc'llo gclar calon pppx (apabila a(la)

Tulislah rempar (kabupaten/kotal dan tanSgal Ishir calon pppK

Tulislah strdta, pendidikan den tahun lulus calon pppK sesuai
STTB/ ljazah
'l ulislah nam.i keburuhan jabatan calon pppK

Tulislah narnn unit kerja prnemparan calon pppK

Tulislah numa instansi cslon PppK

Tulrslah rencana masa kerja calon pppK

5.

I(ODE

1)

2 2l

3

.1

3t

sl

4l

6l Tulislah jenis kclamin calon PPPK

7 7l

8)a

9

lo r0t

el

ll I t)

l2) Tulislah nama tempat penelafran kcputusan

L3 l3) Tulisla}I tan&qal pcnctapan kepurusan

i4 l4l

t5 l5l

l6)

17. L7l

Tulislah nama JPT yang mcmbidangl kepegawaian paling rcndah
JPf Protlma

Pilih Kepola Bsdan Kep€Bawaian Negara jika calon pppt( )ang
bcrsangkutaE merupal(an calon pppl( di instansi pusat, pilih
Kepala Kan(or Rcgional Badan Kepegawaian Ncgara jika calon
PPPK yang bcrsangkutan merupakan calon pppK di insransi
daerBh

Tulislah wilsyah Kantor PelayaDan perbcndaharaan
sesuai dcngan kantor bayar uotuk csbn pppK

Negara

Tulislah nama PPK

l8 t8) Tulislah wilayah Badan Pcngelolaan Keuangan f)aerah sesuai
dcngan kantor bayar untuk caloh PPPK

t9

-l0t

l9)

201

T\rlislah nama kantor cabang Pf. TASPEN {per$ero)
dcngan rvilayah kcda penempatan calon pppK

Tulislah tambahan (embusan sesuai dengan kebutuhan instansi
masing-masing

I
I

3

I

I



ANAK LAMPIRAN 6
KIPUTIJSAN GTJBERNUR JAMBI
NOMOR
TFNTA}IG
I'E'ft'NruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMI]RINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI L]NGKUNGAN PEMF,RINTAH PROVINSI JAMBI

Nornor
Sifar
Lampiran
P€rihal

Kepada Yth,
Xepa.la Badar tiepegawaian Negsra/
Kepala tiantor Regional ........ BKN
Di

Berdasarkai hasil seleksi pnerinlaan calolr pegawai pemerintah dengan perjaijian Kerja yang mengacupada penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian Ii.rja f;"n ,..... .. yarrg ditetapk ]roleh Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reftrmasi Birokrasi sebagaim."" tirro"pii -

":::p 9.^q": ket€ntuan. peraturar perundans-undanga-n. yarlg b€rssngkutan tetah memenuhi 6yararunluk dapaL djpertimbangkan penerapan lomor induk pppK.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.J

........... Berkas
UBul Penetapan Nomor Induk ppp( a.n dkk (.. ....orang )

Menteri/ PiJnpinart Lembaga/Gubemur/Bupati/Walikora

ANAKLAMPIRAN 7
KEPU'ruSAN GUBERNUR,]AMBt
NOMOR
TEN'I'ANG
PETIJNJIJK TEKN1S PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANIIAN KERJA
Dl LINGKUNCAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DAFIAR USUL PENETAPAN MP CAION PDGAWAI PEMERINTAH DENGAN PEF^'ANJIAN KERJA

N(J NA NlA
TEMPAT

I,AHI R
TANGGAI,

I"A H IR PENDIDI KAN KEBUTUHAN
JABATAN

UNIT
XERJA.)

I 2 :l 4 6 7

i) Unit keda terkecil sesuai kebutuhan jabatan

Mente.i / Pim pi nan tembaga/Cubernur/Bupati/Waiikota



ANAK LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN GUBERNIIR JAMRI
NOMOR
TENTANG
PETUNruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMEzuNTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI I,INGKUNGA}.1 PEMERINTAIT I}ROYINSI JAMBI

USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERIN1'AIj DI'NGAN PUIUANJIAN K[JR.'A
NOMOR:......rt

INS IY\NS1 DITERIMA TANCCAL:

JeDis Kebutuhar Pegawai

Rencana lllasa Pcrjanjian Kcrja

.,',.,,'.'.'.lII
Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubemur/Bupati/Walikota

Nama l-angkap

Kab/Koto Tcmpnt Lahir

'l ang!(al Lahir

Jenis l(elamin

Status Perkawinan

Agama/Aliran l(cpercayaan

Status Kcpc,gawaian

ljazoh/STTB

tuia / Wanita

No 'fgl

Gaj i

Kebutuhan Jabatan

colongan

Rp

I.'

Unit l(erjd

Sur at Xctcrangan C{rtotan l(cpolisinn

Surat Ketemngan Sehat

Surat l(etcrangan Tidak
!1 nakan N

Ttii

DokterTgi

No

No- Tgl.

Noolor Induk PPPK

Kantor lJayar

PPPK Tahun Ang&aftrn



PElUNJUK PENCISIAN ANAK LAMPIRAN 8

NO KODD URAIAN

lt

2)

3.

4

3l

4l

Tulislqi nomor usul penetapan Nomor Induk pppK

Tulislah nama instansi pengusul Nomor Induk pppK

Tulislsh nama lengkap beserto g.ldr calon pppK (apal:ila ada)

Tulislah lcmpat (kabupaten/kota) dan rsng8sl lahir cElon pppK

5 s) Tulislah tanggal lahir cslon pppK

rl 6l Pilih salah satu

7 7)

ti

.l

IJ)

.))

l0 lo)

Tulislah slatus perkaqlnar calon pppK (Ka*.io/Belum
Ka$inl Duda/Janda)

'lulislah ugamo/aliran kcpcrca!a^n vang dianut oleh calfil ptpl(

'frrlislah t,egawai Pemeriniah delrgan perjanjian Kcrja

Tulislah slrara, pendidikan dan rahun lulus calon pppK s€suai
STTB/lja?ah

lt r l) 'fulislah nama kebuluhan Jabatan calon pppK

Tulislah golonSan gaji calon PPPK
t2

13.

t4.

l2)

r4)

13)

t5. ls)

Tulislah name unit kcia penempatan calon pppK

Tulislah tanggal surat kctcrangan schat dEn rtama doktcr y.rng
rhenctapkan surat keterantan sehat celon pppK

'lulislah Sajr caloi PPPK

l6 l6l

t7. l7t

Tulislah nomor surat keremngan lidak mengonsumsi/
menggunnkan Napza dan tanggal surat kelerangan lersrbut
dikcluarkan

Tuli6lah nomor dEn tanggal surat kelcrangan catatan kcpolisian
dikaluarkan

lu. T!lislah lvilayah Kantor P.lHyanan perbendaharaan Negsru/
wilalah tladan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
kantor bayar PPPK

t9.

t8l

r9)

20 201

Tulislah tahun anggaran pengangkatan calon pppK

Tulislah rencana masa Perjanjian Kerja calon pppK

2tl

22)

Tulslah Dama tempat dan tanggal u6ul penetapan Nomor Inrluk
PPPK

Tulislah nama ilrstonsi yang mengusulkan penelapaD Nomor
lnduk I'IJPK

:13 23) Tulisloh nama PPK

I 2 J



ANAK LAMPIRAN 9
KEPUTI]SAN GIJBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWA1
PEMERINTA}I DENGAN PER]ANJIAN KERJA
DI LINGKTINGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SURAT PERITYATAAN RENCANA PENDMPATAN

Nomor l

Saya yang bertaida tangan di bax,ah ini :

Na.rna

Jabatan I) :

Unit kerja 2l ,

Instan6i 3l l

Dengan ini menyataksi menyatak n bah{,a Sau&rali I

Narna

Tempat/ Tanggal lalir

Pendidikan/JurusaD I

(ebuhrhan Jabatan

Alarnat

AkEn kami teupatka, pada uoit kerja ......._..........a) sebagai ........ Sl di
Iiogkuags.rr....,.......,...........,.,..,.,. 2).

.. ry-ttd.l surat pemyat€en ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar_benarnya untuk dapat
dipergunskan sebagaifirsna mestiflya.

Yang membuat pemyataar,

,.'.,. ''' '.,.'',., ,.. ''. '.' ''.. 1)

NIP

Xeterangan

r) trlislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja dirnaksud sekur3rlg-kuIangnya pejabat pimpinan tinggi

2l rulislah nama unit kerja setingkat jabatan ptnpinan tinggi prarama pada Kementerian/rEmbaga/
Provinsi/ Kabupate n/ Xotai

3l Tutislah nama Kementerian/ kmbaga/ provinsi/ tkbu paren/ Kota;
4) Tulislah unit keija teknis yang akan ditempari atau kosorgkrn jika Udak ada: dan5) Tulistah nama kebutuha, iabatan pppt(.



ANAK LAMPIRAN 10
KIPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PEITNJUK Tf,KNIS PENCADAAN PI(iAWAI
PEMERINTAH DENGAN PER'ANJIAN KIRJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Sdri Etsa Haltirri Isfandika, l,ahir pada tanggal li Februari 1996, untxk pertaDa kali
diangkat menjadi calon PPPK sebagai Analis Kepegawaian Muda pada tahun 2019 di BKN
sarnpai derrgan 2O2O, daI} kepada yang bersaogkutat diberikan nomor induk PPPX yaitu
19960'211201921200 1 Keuudian masa perjanjian kerja Sdri Etsa Harti lsfaudil<a
diperpar)jang sarnpai dengan 2021, dar\ kepada yang bersangkutan diberikan nomor
induk PPPK yang sama yaitu 19S602112019212OO1,

Pada tahrm 2022 saDrpai dengan 2023 Sdri Etsa Hartirf Isfandika diaDgkat Derrjadi calon
PPPK sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kementerian Kesehatafl, darl kepada yalg
ber:sangkutan diberikan nomor induk PPPK 1996021 12O1922'xO 1.

Kemudian Pada tahun 2025 Sdri Etsa Hartki lsfandika diangkat kembali menjadi Analis
Kepegawaian Muda sampai dengan tahun 2027 di BKN dan kepada yang bersangkutan
diberikan nomor ind ut PPPK 199602 I 12O 1923'2OO 1.

Contoh pemberian nomor induk calon PI,PH:



ANAK LAMP]RAN I I
I(EPUTUSAN GUBNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PF,GAWAI
PBMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI I-INGKTINGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Conroh l.edaniian Kerta

PERJAXJIAX I(ERJA r,

Nomor........r'

Pada hari ini -....... tanggal ....... bulan . ........ rahun .,.... yang bertandatangan di b€wah ini:
l. Menteri ....../Kcpala Lmba8a ...../Kcpala Baden ..,../cubernur....../Bupati .,..../Walikora

untuk sclanjutnya disebut pihqk Kclatu.

Atau {r

Nama i ... .............,. .,. ,. ....... , ,. ,. ,5l

Jabatan : .....-............_._ -.._. q

da-lam hal ini bertindak untuk daa atas narna Menteri ,...../Kcpala l.embsga
......,.../Oubcrnur........../Bupati ........./Walikota...........l, berdasarkan Surat
Nomor....-....... tanggal ...........4, untuk selanjutnya dis€but pihak Kesqtu.

..,./Kepala

Kepuru6an

lladan

ll. Nama :.....................................at
Nomor lnduk PPPK : ......_..........................._..9

Tcmpqt/tgl, lahir : .. -. .. ... ........ -.............,.... r or

Pendidika! : ....-................_..............r1Tahun........,..rrr
Alamat :..,..,......................_..,....r21
dalarn hol i[i bertindak unrukdan atas nama di $endiri, uotuk gclsnjutnya di.ebur pihak Kedua.

Pihsk Kesatu dan tlhak Kedua s.pakar unruk mcngikatkan diri saru sama lain dalam perjanjian Kerja
dengan ketentuan scbagai.rana dituanSkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pa.al I
Ma.r Perjrrjl.E XGrJ., J.batan, d.r Untt KcrJs.

Pihak Keaatu mcnerima don mcmpekcrjakan pihak Kedua scbagar pcgaq,ai pcmerintah d.ngan pcrjanjian

Kerja denSan kctcntuan Bebagai bcrikut:
e. Masa Pcrjaqjian Kerja : .................... s/d .............. ... r!r

b. Jabatan : ............................................. r.r

c. Masa Kerja sebelumnya ; .-,..........tahun ......... ....bulan rsr

d. Unit Kerja : ....................-................-.....- ror

P6aal 2

TrrSrr Pckarjs.n

ll) Pihak l(esaai membuat dan meoctapkan tugas pekerjaan yang harus diraksanakan oleh pihak
Kedua.

(2) Pihak Kcdua wajib rnelaksanakan tugas pekerjaan yans dib€rikan pihak Kesatu dcngan sebsik-
baiknya dan rasa tan&aungjawab.



{l}

PaEd 3

T.rgct Kincrj.

Pihak Kcsatu m"rnbuat dan mcnctapkrn targst kinerja bagi Pihak Kedua sclama masa Ferjanjian

Kerja.

Pihal Kcdua wqjib memenuhi target khcrja yang telah ditctapkan oleh Pihak Kcdua.

Pihak (esatu dan Pihak Kcdua manqndatangani ta.get perjanjian kinerja sc$uai pararuran

pcrundang-undangan.

(2t

t3t

(lt

l2l

P.8al4
Harl N.rja d.n Jam Kc.j.

Pihak Kedua $,ajib bekcrja sesuai dcngEn hari kerja dan jarn kerja yang b.tlaku dl inslansi Pihak Kesatu.

Peld 5
Di8ipli,l

Pihak lcdua wqjib mcmatuhi semua kewajiban dan larangan

Kc\rajib.n bsgi Pihak Kcdua scbag.imana dimaksud pada ayat (ll oeliputi:

a. s.tia daD taat pada Pancasila, Undan8-Undang Dasar NegEra Republik lndonesia Tehun 1945,

Negars Kesatuan Rcpublik Indoncsia, dan pemerintah yang sah;

b. menjagB persatuan dan keaatuan bangaa;

c. mclak6anakan kebiiakan yang dirumuskan p€jabat pcmcrintah yrng berwenang;

d. menaati kelentuan pcraturan pcrundanS_undangan;

e. melaksanEkan rugas kedinaoan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tao8gung

jawab;

i menunlukkan intlBritas dan kqteladanEn dalam sikap, perilaku. u€Pan, dan tindeksn k padq

setiap orang, baik di dalam m.uPun di luat kedinaoan;

g. meoyimpan rahasia jabatan da'l harya dapat meogemukrkan mhasia jabatan s.suai d.ngan

kctentuan pfiaturan peru ndang_u ndangen; dan

h. bersedia dit mpatkan di seluruh wilayah Negara Kceatuan RePublik Indoneeia.

Selain mernenuhi kewqiiban scbaSa.iamana diEak3ud datam Pasal 5 ayat (21' Pthak Kedua wajib:

o..-........
b .. -.-

t3t

t4)

Irl

Larangan bagi Pihak Kcdua 3€bagaim6na dimaksud pada a)'at (l) rncliputi:

e. mcnyalahSunaken wewcnang;

b. menjadi perantara untuk mendapalkan keuntungan pribadi dan/atau oreng lein dengan

mengSunakan kcwcnanSgn orang lain;

c. lanpa izin Pcmerintah menjadi pcgawai atau bckeria untuk ncgara lain dan/atau lembaga atau

organisaEi intcrnasional;

d. bekerja p6da prrusahaan a6in& konsultan asing, atau lembaga Bwadaya masy&takat a8in8;

e, mcmiliki, menjual, memb€li, menggadaikan, menycwakanr, Etau Ecminjamkan barang-borang

baik berEerak atau tidak blrgcrak, dokumen atau 6urat berharga milik negara secara tidsk sah;

f. mclakukaa kcglatan bcrssma dengan atasan' teman eejewat, bqwahan' atau otang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kcrjanya dengan tujuan untuk kcuntunSan Pribadi, golonSan, atau

pihak lain yang s.cara lanFung atau tidak langsung merugikan ncgara;

g, memberikan atau menyanggupi skan tnemberi s€suetu kcpada siaPapun beik aecara langsung

atau lidak lang$ung dan dengan dalih apapun unnlk dianBkat data.B jabatan;



h. mcnerima hsdiah atau Suatn pcrEberiar apa sqja dari siapapun ju8a yang bcrhubungan dengan

jebatan dan/atau pckedaannya;

i. bcrtindak.crf,enant-wenarlg tcrhadap bawahannyal

j. rnelakukan 8uatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindEkdr yang dapat menghalargi atau

m.mp€lcu.lit salqh satu pihek yeag dilayani sehingga mcngakibatkan kcruAian bagi ysng dilayani;

k. menghalangi bcrjalannya tugaa k dinasan;

l. mcrnb.rikan dukunggn kapada celon Presiden/Wakil Presidcn. Dcwan Pcrwakilan Rakyat, Dewan

Pcrwakilsn Dacrah, atau Dcwar Pcrwakilan Baky&t Daerah dentan cara:

l) ikut serta sebagai pclaksana kampanyc;

2) mcnjadi pcscrta kampanye dengsn mengunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil

Nc8ar&;

3) sebaSai pe€crta kampanye dcngan mengerahkan Aparatur Sipil Negara laia; dan/atau

4l scbagai pcscrta karnpaoye dengan menggunakan fasilitas Ncgam.

ur. membcrikan dukungan k pada caloo Prcsiden/wakil PEsidcn dcnSan cara:

1) membuat kcputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atqu merugikan salah satu

fra$anBan calon sdama ma8a kanpanyc; dan/atau

2l meDgadakan kcgiatafl yatu mcn8arah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi pcscrta p.milu s.bclum. selama, dan/aEu !.sudah masa kampanyc meliputi

pertemuan, qiakan, himbauan, slruan, &tau pemberian balang kepada Apgratur Sipil Negara

dalam lingkungan uni! kcrjarya, aoggola kelu&rga, dan masnrakat,

n. memberikan dukungan kepada calor inggota Dcwan PerE?kilan Daerah atau cslon Kep€la

Dacrah/Wakil Kcpala Dserah dengan cara membelikan surat dukungan di6enai foto kopi Kartu

Tanda Pcnduduk atau Surat Keterangan Tanda Pcnduduk sc6uai peraturan perundang-

uodangan; dan

o. membcrikan dukungan kepeda calon Kcpala Daerah/wakil Xepala Da..ah, dcngan cara:

ll tcrlibat dalam kegiatan kampanye untuk mcndukung calon Kcpala Daerah/wakil Kcpalo

Daerah;

2) rncnggunalqn fssilitas yang terkeit d€niFn jEbatan dalam kcgiatan kampanye;

3l m.mbuet keputusan dan/etau tindakan yan8 menguntqngkan atau roerugikqn sal6h 6atu

pasangan @lon selama masa kampanye; dan/etqu

4) mengadakan kegiatan y€ng mengarah kepada kcberpihakao terhadsp pasangan calon yang

meqiadi pecrta pemilu scbelum, s€lama, dan/atau Eesudah masa kampanye meljputi

pcn.muan, ajakan, himbauan, senian, atau pcmberian baran8 kepada Aparatur Sipil Negsra

dalarh lingkun8an kcrjanya, sngSota kcluarga, dan moayarakat.

(5) Selain laranSan rebagaimana dimaksud pada ayat (41, Pihak Kedua dilarang:

4...........
b...........
c. ......... dat la)

(61 Prhak Kcdua yang tidak mcmatuhi ks ajiban dan/atau melanggar lalangan Bcb{gaiman dimaksud

pada ayat (2), ayat {3}, ayat {4) d8n ayat (5} diberikan sanksl berupa:

a. Sanksl ringan bcrupe:

ll ... .. ... ...;

2) ... . .... .. .; atau

3l ...... ... dst rel

b. Sanksi sedan8 bcnrpa:

ll . ... ..... . .;

2l ...........i atau

3l ....'..... dst rPor



Senksi berat bcmpa:

l) pemutusan hubungan P.tjenjian Xlda dengan hormat;

2) pemuturan hubungan Pcrjaqiian Kerja denga.n hormat tidak atae permintaan 8!ndiri; atau

3l pcmutusan hubunSan Pcrjujian Kerja tidak dcngan hormat.

(ll

P..d 6

Gqjl d.D Tuaj.ntr.!

Pihak lcdua bcrhqk mcndapet CRji dan tur\jangsa sesuai dcngan ket.ntuan peratursn perundang-

undangan,

Pihak Kcdua, b6hek oencriEa gqii dalam golongqn ......... 2ri s.besar Rp.....,....., ( , . . , . . . , . . . . . . . . . . . . ) zrr

Pihak Kcdua bcrha-k ocncrlma tur\jangan terdiri atas:

a. tuojangan kcluarga sebcsar Rp ....,...... ( . . . . . . . . . . , . . . ) r2r

b. tuajangan pangan sebelar Rp, ..,...,...... 1......... ... )rlr
c. tunjantan jatratan struktural s€belar Rp ............, {,........,...) }4

d. tunjangan jabatan fungsional !.bcsar Rp. ............ l.-...........122r

e. tur{iangan lainnya scbcsar Rp. ,............ (.............) ,l
Eesaran lunjeogan Plhak Kedue sebageirlana dimaksud pada ayat (3) diberiksn seduai dcnSan

ketentuan peraturan pcrundang'undangnE.

Pembayaran gqii dan tunjangan acbagaimana dimaksud pada qyat (2) dan a)'at (31, dilakukan sejak

Pihak lkdua melaksanakao tugar yeng dibuktikan dcngar 6qrat pcrnyataan melaksanrLan tuBas

dari pimpinan unit kcrja pcncmpatan Pihak Kcduq.

Ap€bila Pihak Kcdua yang mclakranalqn tu8as pada tanggel hari keia pertama bulan berkenaan,

grji d.n tuqiangan 3cbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (31 dibayarkan mulai bul,an

berkcnaqn.

Apabile Pthak Kedua yang nclBk anal(an tugaa pad8 tanggal hari ketja kcdua dan seterusnla pada

bulan bcrkcnaan, gAji dan tunjangan scbagaimana dimaksud poda ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan

mulai bulan bcrikutnye

Pembayaran gqii dan tuqiangan Pihak Kedua dilak8anakan seauai dcngan ketcntuan pcratqran

peruqdang"undanSan.

flnerimsan gqii dan/atau tudqn8ao slbaSaimana dimeksud pada a]l.t {21 daD ayat {3}, dapar

dilakukan pcmoton8an pada saat pembayaran, sesuai ketcntuar peraturan pcrundang-undangan.

l2l
(3t

L4)

(s)

t6)

(81

t7)

(et

P..d 7

Cuti

(fl Pihak Ke{ua berhak mendapEtkqa cutr tahunan, cuti lakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama

selama malra Pcrjaqiian KcrJa.

(2) Cuti Gcbs,saimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan *auai dengan ketcntuan pcraturar

pcr"u ndang-u ndangan.

P..d t
PcagcEbarttn KoEpatGnri

(ll Pihak t(csatu memberiken pcngembangan kompeten6i k?pada Pihak Kedua untuk mendukuog

p.lakeanaan tu8as sclama toasa Perjanjian Kcrja dcngan memperhatiksn haril penilsian kintrja

Pihak Kcdua.

(2) Pclaksanaan pcngcmhngsn kompctcnai 6.bagaimana dimaksud psds ayet (l) dilaksanakan s€suai

dengan pcreturan peItlndeng-undangan.



Pr.al 9
Pcnghargaao

(l) Pihak K.s6tu mcmberikan pcrgherBaan kcpada Pdrak Kedua berupa:

a. tanda kehormatan;

b. kesempatan prioritar urtuk pcngembangan kompctcnsi; dan/atau

c- kescmpatan menghadiri acara resrnidan/atau acara kenegaraen.

(2) Pcmberian penghargaan kcpada Pihak lkdua scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huluf a

dilaksanakan scsuai dcngBn ketentuan p€raturan perltndong-undangan.

(31 Fcmbcrian pcnghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud padq ayqt (l) huruf b
diberikan kepada Aha,k Kcdua apabilq mempunyai penilaian kincrja yang palint baik,

(4) PerEb€riBn pcnghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada eyat (l) hurufc diberikan

kepada Pihak Kcdua setelah mendapatkan pcrtimbangan deri Tim Pcnilgi Kincrja Pegawai

Pemcrintah dcngan Pcrjaliian Kerja yang ada psda Pihak K.satu.

PrraI lO
Pe.linduDgeD

(l) Pihak Kcsatu wajib memberikan pcrlhdungan bagi Pihak Kcdua berupa:

a. jaminan hari tua;

b, jalrinan kclchatan;

c. jaminan kecelakaan kcrja;

d. jaminan kematiar; dan

e. banluan hukum.

(2) Brrlindunaan scbagaimana dimaksud pada &yar (ll hurufa, hurlfb, hurufc, dan hurufd dilakukan

den8an meogikutaerqkan Pihak Xcdua da.larn program Bi3lcm jaltrinor loiial nasional.

(3) Perlindungut scbagaimana dimaksud pada qyat (ll huruf e dibcrikan kepada Pihak Kcdua dalam

perkara ]/ang dihadapi di pcngadilan tcrkait pelaksanaan luges.

(4) Pemberian perlindungan kcpada Pihak Xcdua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilEksanakan

s4suai d€ngan ketentuan peraturan perundang-uidangan.

P.rrl 11

Pcdutus.n llrrbungan Pcrj.oJi.n Bcrj.

Pihak Kesatu dan Pihak Kcdua dapdt melakukan pcmutu6an hubuntan Perjanjian Kerja dengan

kercntuan g€bagai bcrikul:
(l) Pcrrutu8an htrbungan Pedar\iian Kerja dcngan hormat dilakukan apabila:

a. jangka waktu Pcrjo4jion Kcrja berakhir;

Ir. Pihak Kedua meninggal dunia:

c. Pih6k Kedua mengqjuLor pcrmohonan bclhcnti scbagai Pegawai Pcmerintah dengan ttrjsnjian
Kerja; ata!

d. t€rjadi pcrampingan organisasi atau krbijakan pemcrintah yang men8Bkibotkan pengurengan

Pegawai Pemcrintah dengan Pcrjanjian Kcrjs pada Pihak Kesatu.

(21 Pemutusan hubungan Pctjaqjian Kcrja dcngan hormat tidak alas permin(aan scndiri dilakukan

apabila:

a. Pihak Kcdua dihukum pcnjara bcrdasarkan putusen pcngadilBn yang tclah mcmiliki kekuatan

hukum t tap karcna mclakukan tindak pidana pcnjara paling singkat 2 (dua) tahun dan lindak
pidana dilakukan dcngan tidak b€rEncana;

b. Pihak Kedua mclakukan pclangSaran k€wajiban dan/atau larangan scbsgaimana yqng dimaksud

dalam Pasql 5: atau



c. Pihak Kedua tidak dapat mcmcnuhi targct kinerja yang relah disep€kati sesuai dengan Pcrjanjian

Kcrja.

{3} Pcrnuturan hubungan Perjanjian Kcrj& tidak dcngan hormat dilakukan apabils:

a. mclakukan pcnyclswcnSan terhadap Pancesila dan/atau Un&ng-Undang Dasar NegsrE Repqblik

lndoncsia Tr.hun 1945;

b. dihukum prnjara ateu kurungan b€rdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kckuaran

hukum t€tap ksrcna rEelakukan lindak pidana kejahata.l jabatan atau rindak pidana yang ada

hubungannya dcngan jebatan;

c. menjadi anggota den/atau penSurus partai politik; atau

d. dihukum pcnjara bcrdasarkan pumsan p€ngadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karcns melskukan rindak pidana yarg diancam pidana pcnjara paling slngkat 2 (dua) tehun atau

lehih dan tindak pidana tcrs€but dilekuksn dengan bercncana.

Apabil,a dalam pclakssDaan Perjanjian (crja ini teljadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dsn Pihsk Kedua

sepakat menyele$aikan persaligihan terscbut sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pe5.l L2

P€nyclcsda! PcrlcliElhan

P.6.1 l3
LsiD-lein

(l) Pihak Kcdua bcrsedia melakeanakan seluruh keteotuan yang tclsh diatur dalam peraruran

kediaasan dan pcraturat! hinnya l.ang bcrlaku di Pihak Kcsatu.

(2) Pihak Kcdua wajib menyimpan dan Eenjaga kerahasiean baik dokumcn mqupuB informasi mitik

Pihak Ke8atu Beeu6i dengan kctantuan peraturun pcrundang-undanSan.

13) Pihak Kesatu dapat mcmp.rpanjang me$a P€rjanjiaD Kerja ysng dil,aksanakan sesuai dengan

Peraturan panrndanS-undangan.

D.mikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua) ol.h PrhEk K€satu dan Pihak lGdua dalqm

keadaan schat dan sadar sena tanpa pcngaruh ataupun paksaan dari piha-k manapun, m6siog-mssing

berm.terai cukup dan mempunyai kckuatan hukum J.ang sama.

Pihak Kcsatrr Pihak Kedtla



NO KODE

I

I r) Dalam hal mssa Perjanjian Keda dip€rpanjarg, ditambahkan kara
"PERPANJANCAN- sebelum fras6 PER.IAN.rlAN KDRJA.

Tulislah nornor surat Pedanjian K(:rja2t

3. 3)

,l 4l

s)

6 6)

7l

I

9

13l

9l Tulislah Nomor Lrduk PPPK

10 r0t Tulisl6h kflt upaten/kota kelahirRn dan ranggal k.lahiran PPPK

ll lt) Tulislah strsta, pendidikan dan tahun lulus PPPK sesuai STTB/ljazah

Tulisioh alamat tcmpat tinggal PPPK

Tulislah tEnggal di hari kerja pertama, btrkrn dan rahun awal masa Perjanjian
Kerj6 dan mesa Perjanjian Kc,ja tidak bolch kuran8 dari I (6atu) tehun.
Tanggal mul,ai berlakunya Perjaajiqn Kerja dirulis palin8 kursnB aama
dengan tangSal ditandatan8aninya Pdjanjian Kerja alau tidak bolch
meodahului ranggal dirandatajrganinya Perjadian Kerja.

Tulislah nama jabatan PPPK

Tulislah masa kcr.ja PPPK yang dimiliki dalam jabatan sebagaimaqa tertulis
pad6 angka ll, apabila Perjanjian Kerja yang dibuat mcrupakan
Perpanjangan Perjanjian Kerja sebelumnya.

Tulislah nama unit kerja pencmpatan PPPK

12 l?)

13 t3)

l4)i4

ls)

l6 I r,)

l7 r7l

l8lI tt.

tg

-t0

r9)

201

)t
22
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URAIAN

3

Tulislah nama in6tansi/lembage/daereh PPK

Pilih soluh satu

T\rlislah nama PPK atau pejabat yang dibcri kua.6a olch PPK unruk
menandatangani Peljaq,ian Kerja

Tulislah nama jabaran PPK atau pejabar l,an8 dibcfi kua6a oleh PPK untuk
menandatangani Perjanjian Keda

Tulisleh Kcputu8an PPK yang mcmbcrikan werrqna.ng pcnandalengan
Pcrjanjian Kcrja.

Tulislah nama PPPK

Tulislah kewajiban lain yang $ajib ditaau olch Pihak Kedua sesuor
karakteristik dan keten!usn vang berlaku di lingkungan Pihak lGsaru.

Tulislah larengen lain yang wajib dihindari oleh Pihak Kedua s€suai
karaktcristik dan ketentuan yanB hrlaku di lingkungan Pihsk Kcsatu.

Tulislah sanksi ringan yang ekan dijatuhkan kcpada Pihak Kedua apabila
Pihak Kedua tidak mensari kewqjiban dan/atau mclan8gar la-ran8on yang
tclah tercantum dalam Perjanjian Kcrja, sesuai karaktcristik dan ketentuan
yang berlaku di lingkungar'! hhak Ke6atu.

Tulislah 6ankai sedang yang akan dijatuhkaD kepada Pihak Kedua apabila
Pihak Kedua tidak menaati kcwojiban dan/atau melanglgr larangan yang
telah tcrcantuJtr dalam Perjanjian Kerja, s€suai karakteristik dan k.tentuan
yant bcrlaku di linSkungao Pihak Kessru.

2tl Tulislah f,olonSan dan gaji yang diberikan kepada PPPK

22t Tulislah tunjanBan yang diberikan kepada PPPK

t

-

15.



ANAK LAMPIRA 12!
KEPUTUSAN GUBDRNUR JAMB1
NOMOR
TEN'I ANC
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

tf .Ea lDltanllrl

r{EPIIn SAlt .....21

l{oDor : ........31

TEIITAIIG

PEIIGAXGXATAT PEOAWAI'EUERIIITAH DETGAN PERJAXJIAIf KERJA

I{rma PPK2I

M( nimbang

Men$ngat

: bahwa Calon Pegawai Pemerintqh dcngan Perjanjien Nerja yang namanya Lcrsebut dalam
(cputusan ini memcnuhi s-t arat untuk diengkat sebagai Pegapai Pemcrintah ddrgan
Perjanjian Kerje;

l. Undang-Undang Nomo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
?, Peraturan Pcmcrinlah Nomor 49 Tahun 2Ol8 tentang Manajemcn Pegatrrai Pcmerintah

dcn8an Pe$anjian Kerja;
3- Peraturan Prcsidcn Nomor.... ...r1Tahun ...i tentang -....1i
4. Peraruran Badan tfupcSawaian NeSara Nomor...slTahun ....51 tentang....5).

MDMUTUSKAN

Mcnctapkan

KESATU

KIJDUA

KETIGA

I(EI,:MPAT

Dirctapkan di
pada tanggal

PPKTI

Keputusan ini disampaikan kcoada:
I) Kepala Bqdan Kepegawaian Ncgsla,/flcpala Kanlor Rcgional Badan K.pegawaian Negara
2) Kepala Kantor Pclayanan Pcrb€ndahErqan Negsra .....221
3) Kepala Badan ttngclolaan Kcuqntan Daeruh ......2:!,
4) Kepala Kantor Cabang .......1'rl PT. TASPEN (Pelscro)
5) .......:;,

Tcrhitung mulai 6qltlpai dengan
Pcmcrintsh dengan Padanjian Kerja:

Nama

Nomor lnduk PPPK : ................

Tempst/Tang8al L6hir :

Jcnis Kclamin : ...............

Pendidikan :...-............

Jabatan : ................

.......... ... ..6r men8angkat mcnjudi Peg8$ri

91 9i

...... Lrr Tahun .......... ll)

Oolongao l3l

Gaji

Unit l(eda : . -................. ......... | 5)

lnstanai : ...,............. . ....... .. 16l

Dalam hal tcrdapat pcrpanjan8an Pcrjanjian Kcrja, Keputuaan Pengangkatan PPPK ini masih
berlaku saJlpoi dengan berakhi.nya janSka waktu perpanjangan Pctjanjian Kerja.

Sclain EBji t rsebut, keFada yang be.sangkutan diberikan pengbaEilan lsin yanS llah sEsuai
dcngan kctantuan pcaa!\tran penrndang-undangan.

Apabila di kemudian hEri tcmyata tcrdapat kckeliruan dalam kcputusan ini diadokan
perbqikan dan perhitungan kembati scbagainrana mestiny9.

Xcputus6n ini dibcrikan kcpada yang bcrsang,kutort untuk dipergunakan sebsgaimana
mcstinya,



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 12a

URAIANNO

1

K()DE

I
r) Cunakan kop sumt ins!a!si bersangkuran

2l Tulislah nama jabatan dari pejabat yqng mencrapkan kcputusan

T\rlislah nomor keputusan

Tulislah nomor, tahun, dan tcntang Pcmturan Pre$iden yanS
menEatur tcntang E4i dan tunjangan PPPK

Tuli8lah nomor, tahun, dan tentang Peraturen Badan Kepegawaian
N yang me[gatur teatanA Pctunjuk Teknis Pengadaan PPPK

3 3l

4 .rl

5. sl

6t Tulislah tEnggal, bulan dan rahun masE pedanjian kerjc pppK

sesuai dengan yang rercqntum dalam Pcrjanjian Kerja
7 7l Ttrlislah nama lengkap beserta gelar PPPK (epabila adal

Tulislah nomor indrrk PPPKI 8,

9 9l ]\lislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir I,PPK

'l'ulislah jeni$ kclamin PPPK

Thlislah slrata, pcndidikan dan tahun lulus PPPK Kcrja sesuai
STTB/ Ija"rh

10. l0)

11. ll)

)'2 r2l Tulislah nama jabaran PPPK

'l'Lrlislah golongan gaii PPPK

T\.rlislah gaji PPPK

Ttrlislah nama unit kerja pcocmparan PPPK

Tuiislah narna insransi PPPK

I.3 l.3l

14 r4l

i5 ts)

r6 larl

17 t7l Tulislah masa perjanjian kerja PPPK

Tulislah nama tempat penetapsn keputusan PPPKt8. i8)

19. i9) Tulislah tanggal penetapan kepurus€I PPPK

20 20) Tulislah nsma PPK

2t.
2tl Pilihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika PPPK yang

bersangkutan melupaka-rr PPPK di insEnsi pusat, pilihiah Kepala
Kanlor Regional Badar Xepcgawaian Ne8ara jika PPP[( yang
bersangkutan merupakan PPPK di instansi dacrah

Tulisl€h wilayeh Kantor Pelayenan P..rbcndaharaan Ncgara sesuai
dentan kantor bayar PPPK

Tutisloi wilayah Badan Pengelolaan Keuanggn Daerah scsusi
dcngan kantor bayar PPPK

Tulislah nama kantor cabang PI. TASPEN (Persero) sesuai dengan
rvilayah kerja penempatan PPPK

23 23l.

24 24)

l5 2s) Tulielah tambahan teEbusan sesuai dcnSan kebutuhan in6tEnsi
maring-masing

3



ANAK LAMPIRAN I 2b
KEPUTI]SAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNruK I'KN]S PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENCAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVTNSI JAMBI

Menimbang

Mengingar

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KI'EMPA'I'

Igama InstanaIrl

KEPUTUSAI{ .....?I

llomor:.......,.1

Nama PPK2|

bahwa Calon tfegstrai Pemcrintah dengen Perjanjian Kcrja yang namanla rercantum dalam
qiur 2lampiran Kcputuaan ini memenuhi syaiat untuk dian8kat mcnjadi Pegswai
Pemerintah deogan Perjanjian [erja:

l. UndanB-Undang NorDor 5 Tahur 20l4 tentqng Aparatur Sipil NeSarai
2. Pcraturan Pcmcdntah Nornor 49 Talun 2018 tentan8 Manajemen Pegawai Pemerintah

dengan Perjqnjian Kerja;
3. Pcraturan Prcsiden Nomor....)Tehun,.-..r t.ntan8 rl:

4. Peraturan Badan Kcpcgawaian Negsra Nomor ...5, Tahun .,.-!l tentang 5r:

MEMUTUSI(AN

Mengangkat Calon Pcgawai Pemerintah dcngan Perjanjian Kerja yang namanya teFcbut dalsm
l4ur 2 Lrmpiren KeputuSan ini meqjadi tle8awai Pcmerintah dengan Perjanjian Kctla,
kepadqnya dibcrikan gaji setiap bulan sebesar scbagaim.na tercantum dalam lajur 9 tampiran
Kepurusan ini, dengan ma6a pcrjanjian kcdq s.bataimana lcrc.ntum dalarn lajur I I sampai
dcogan tanSgal sebagaimano tercantum dalam lajur I I laropiran K€putu6an ini, serra
ditambah deng9n lrcnghaailan lain yang sah bcrdasarl€n ketcntuan pcmturan pcrundang-
undqngan.

Dalam hsl tcrdapat p.rpanjangan Pcrjanjian Kcrje, Keputusan Pengargkatqn PPPK ini masih
bcrlaku rernpai dcngan berakhirnya jangka waktu perpanjangsn Perjanjiao Kerja.

Apabila di kemudian hari tcmyata terdapat kekcliiuan dalam keputusan ini, akan dradakr.rn
p€rbail€n dan pcnghitungsn kembali sebagaimana mcatinya.

kcputusao ini diEampaikan k.pada yang b.rlcpcntinSan untuk dipcrtunakan scbagsima a

rlcstinjm.

Direrepkan di

pada tanggal ... t91

PPK'I

Kcputusan ini disampeikan kcpada:
ll f\epala Badan K.pcgawaian NcSara/flcpata Kantor Rcgionat BadaJr KepeSawaian Negara,r)
2l lGpal,a Kanlor P.layanan Ferbendaheraan Ncgam...-.ta
3) I(rpala Badan PengelolaaD Keuangan Daerah -.-...23r
4) IGpale Kentor CabanB.......,'rl Pl. TASPEN (Pet$erol
5) .......25'

catatan: llsampai dengan 25ldiisi dengan menggunakan petunjuk Pcngisian l-amPir8n 12a



LAMPIRAN (EPUTUSAN
NAMA PPK2I
NOMOR
TE}TTANG
PENCANGKATAN PECAWAI PEMERINTAH DENGAN PER.'ANJIAN KER,JA

NO NATIA/NOYOR IIIDUI( PPPK T!:MPIT/T NCGAL Lr\tllR JUNIS
liEl,{MIli PEIiDIU]L1N I]NIT IiERJA NrAltA PERJAT\JIAN liERJA

I I I 5 (t i l0 lt

(ioLoNc,AN

Diretapkan di

pede tanggal

PPK]

Calaran: :i sampai deng,a r drisi dengan tnenggunakall petunjuk pcngisisn Lampiran l2a

I



ANAX I,AMPIRAN I2C
KIPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNruK TTKNIS PENGADAAN PEGAWA]
PEMERINTA}I DENGAN PER]ANJIAN KERJA
DI LINGKIJNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I(ams hrtaDrirl

PEf,II(AJI

mPt/rIrSAI{ .....2r

![ooot : ,.......31

TEII?AIf G

PEIIGAIIGXATA'! PBGAWA! PEDIERINTAH DE GAI{ PERJA'TJIAII KEruA
N.ma PPI(zl

Dst;

Dst;

UEMUTUAKAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KE.SATU

I(DDUA

KETIGA

: ............,....,{)

:..,..........,,,..q

: .,.........,.....,71

Menggn8kat nqma yanS ters€bu! di bawah ini, nomor uru! :....... .l

Nama

Nomor lnduk PPPK

Tcmpat/Tanggal Lqhir

Jenis kelarnin

Pcndidikan

Petikon sesuai dcngan aslinj'a.

: ..................81 Tohun

Jabatan :.......,.-........e1

Golongan :.......-.........,1o,

Gaji : . . . . . . . , . . , . . . . . , , . I I I

Unit XctjE ' ..... .... ....... . r 2,

lnetansi : ..,..............131

Tcrhitung mulsi tanggEl ......,...... 1 8ampai dcngan tanggal ...,......... 't diangkat menjadi Pegawai
Pcmcrinteh dcngei Pcrjenji&n Kerja dan kepqda yang bcr8angkutan diberikan Eaji sebcsar yang
tercsntum dan psEhaoilan l-ain jlang sah seluai dcngan pcraturan pcrundang-undangan yan8
benaku-

Dalam hal tcrdapat pcrpsnjanggn Perjonjian Keda, Keputusen P€ngangkatan PPPK ini masih
berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pcrpanjangan Perjanjian Kerja.

Apabila di kemudian hari tcmyata terdapat kckeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dao penghitungan kembali sebagaimana meslinya.

Ditetapkan di

pada tangSal

l',

lsr

PPKA

ud

PetikEn keputu$qn ini disampaikan kcoada:
ll Kcpala Badan Kcp<gawaian Negsrs/Kcpala Kanlot

R.aional Badan Kep.gawaian Ncgara ........ lBr

2) lGpala Kanror PeLayanan Perbcndaharasn Negara ...rel
3) Kcpala Badad P€ngclolaan Keuangan Dae.sh ......2o,
4) Kepala Kantor Csbang..... ?l) P-t. TASPEN (Pcr8.rol
5) .... 221

Catotan:
') diisi sesuai den8un Lampiran Keputu$an kolektil



NO

l

IiODIJ

ll Cunakan kop surat instansi bersangkutan

2l Tulisleh nama jabatan dari pejabat l.an8 menctapkqn keputusan

Tulislah nornor kcputusan

Tulislah nama lcngkap beserta gelar PPPK (apabila sdal

'fuhslah nomor induk PPPI(

Tuli8lah tempat lkabupaten/kota) dan tanggal lahir PPI,K

3)

4 4)

5. s)

6l

7 7l Tulislah jenis kclarnin PPPK

t] 8) Tulislah strata, pendidikan den tehun lulus PPPK cesu8i
STIB/ljazah

Tulislah namR jal)atan PI?K

Tulislah goloDgan gsji PPPK

9 ei

t0. l0l

ll. l1) Tulislah g4ii PPPK

Tulislah nams unit kerja pcncmpataJr PPPKI2 l:)

l3 r3) Tulislah nama iDstansi PPPK

l4 l4) Tulislah nama tcmpat penetapan kcputusan

15. ls) Tulislah tanggal penetapsn keputusan

I fl. t6) Tulislah nama PPK

t7. 171 Tulislah nama dari JPf yanS m.mbidsngi kepegawaiao paling
rendah JPf Pratama

15.

t8) Pilihlah KcFla Badan Kcpegawaian Negara jika calon PPPK yang
b.rsangkutan mempakan PPPK di inBtansi pusqt, pilihlah Kepala
lGntor Regional Badan Kepegewaian Negara jika calon PPPK yana
belsanSkutan menrpakan PPPK di instansi daemh

I9. t9l Tulislah wilaysh Kantor Fcl6yanan Perbcndaharaan Ncgara $esu:ri
dcngan kantor bayar untuk PPPK

20 20) Tulislah wilayah Badan Pengclolaan Keuangq.n Dscrah riesuai
dengan kantor bayar untuk PPPK

21. 2t)

22.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 12c

URAIAN

'hrlislah nama kantor cabang PT. TASPEN {Pcr3ero) sesuai dengan
*ilayah k rja pcncmpata! PPPK

Tuli8leh tambqhao tembuaan s€suai dengan kcbutuhan instansi
masing-masing

3



ANAK LAMPIRAN I3
KEPtI'ruSANUBERNUR JAMBI
NOMOR
TENTANG
PETUNruK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMT]RINTAH DENGAN PERJANJIAN KI]R'A
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

SUNAI PERNYATAAN M ELAKSAIIAIITN TUGAS
Ilomot:,...,..... rt

Yang bertanda tangan di bawah ini

[. Nama
2. NIP
3- Pangkat/Colongan Ruang
4. Jabatan

DelrSan ini menyaraksn bshwa

l. Nama r........,,.,.....,...........01
2. Nomor lnduk PPPK : .............................71
3. Jabatsn : .............................31
4. Colongan : .. . .. .. . .. . ... .......... ,.. .. el

5. Surat KeputuBan pettganEkrian i.bagai Pegawai Pemcrintah den8an Perjanjian Kerja;
a. Pejabst yang Erengangkar i .. .. . .. . .. . .. , .. , ... . . . . . . .. ror

b. Noraor : ...............,............IIl
c. Tang8al : . . .. . . .. ... ... ... ... ... ,. ... I a
d. Tanggal mulai bcrlakunya

pengarSikatam sebagai
Pagswai Pemerintah
dengan Perjsnjian Kerja .......-..--,.....-.,.....,,llr

rclah secara nyata melaksanakan tugas sejok tanggal ........

Dernikion pcrnyatsan ini dibuat dengsn sesunggirhnya untuk dapat digunakan scbagaimana meslinya.

..........._.-..,...15t
Yang meobuat pemyatasn,

:!lP

.tl

3t

at



-

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 13

No KOt)ti URAIAN

1 ll Tllislah nomor surat pemyataan

2l Tulislah noma pejaber yeng membuat sumt pcrnyst&an

3) Tulislah NIP pejEbat yang mcmbuar surat p.rnJ'atasD

,l 4l Tulislah pangkat dan golongan .uang pcjabat yang membuat surar
pcrnlataen

5 s) l\rlislah nama jabatan dari pcnjabat yang membuat sura!
Pamlrataan

6. 6l 'hr lislah Dama PPPK

7 7l Tulislah Nomor lnduk PPPK

a 8J Tulislah nama jabatan PPPK

9 Tulislah golongsn gaji PPPX

t0. r0t Tulisloh nama pqjabqt yang mcnetapken surat kepurusan
pengangkatan sebagai PPPK

t t. I ll Tuiislah nomor pcnetapan surat keputusan pcngangkatan sebagai
PPP(

12. t2t Tulhtah tang8al penelapan surat keputusan pengangkar.an
sebaSsi PPPK

Tulislah tanggal mulai berlakunya auftlt k putusan pcngangkatan
sebaBai PPPK

Tulislah tan&Fl PPPK s.cara nyats mulai melak$anakan tugas.

I3. l3t

14 l4)

l5 ts) Tulislah tcmpat dan tangraal pembuatan surat penrya(aan

16. r6) Tulislah nama peJabat vanS mcmbua! surat pernyataan

t7. t7l Tulislah NIP pcjabat yan8 membuat surar pcmyslaan

I 2 3


